ABSTRAK

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya penundaan Pemilu 2024 terhadap system
Demokrasi di Indonesia. Adanya penundaan tersebut tidak hanya memiliki dampak praktis
terhadap proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan konstitusi
dan sistem demokrasi di negara ini. Di Indonesia sendiri penundaan pemilu 2024 tidak hanya
berdampak pada jadwal politik dan administratif, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas
terhadap sistem demokrasi di Indonesia sperti ketidakpastian politik, ketidaklegitan pemerintah,
bahkan adnya ketidaksetaraan politik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian analisis
normatif dan studi kasus. Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan
penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Adapun rumusan masalah
yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana konstitusionalitas penundaan pelaksanaan
Pemilu 2024 berdasarkan UUD NKRI 1945. Maka tujuan dari penulisan ini yakni melakukan
analisis terhadap konstitusionalitas penundaan pelaksanaan pemilu 2024 dan implikasi hukum
dari penundaan pemilu 2024 terhadap sistem demaokrasi di Indonesia.
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ABSTRACT

This writing is motivated by the postponement of the 2024 elections regarding the
democratic system in Indonesia. This delay not only has a practical impact on the democratic
process, but also raises legal questions related to the constitution and democratic system in this
country. In Indonesia itself, the postponement of the 2024 election not only has an impact on the
political and administrative schedule, but also has a wider impact on the democratic system in
Indonesia, such as political uncertainty, government invalidity, and even political inequality.
This writing uses normative analysis and case study research methods. Normative legal research
(normative law research), is legal research that examines law which is conceptualized as norms
or rules that apply in society, and becomes a reference for everyone's behavior. The formulation
of the problem raised in this writing is the constitutionality of the postponement of the 2024
General Election based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. So the aim of this
writing is to conduct an analysis of the constitutionality of the postponement of the 2024 general
election and the legal implications of postponing the 2024 general election for the democratic
system in Indonesia.
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